
PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  28/PERMEN-KP/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  

KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.19/MEN/2006 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi 

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja 

Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER.42/MEN/2011 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekolah Tinggi Perikanan; 

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi 

Perikanan telah memperoleh persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

dalam surat Nomor 116/M.KT.01/2017, perihal Penataan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 
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Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

Kelautan dan Perikanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang 

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian 

dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 
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5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekolah Tinggi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.42/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/ 

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi; 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor    

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI 

KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.46/MEN/2011 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA 

PERIKANAN MENENGAH. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Nomor PER.42/MEN/2011 tentang 

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi 

Perikanan diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

(1) Sekolah Tinggi Perikanan, yang selanjutnya disingkat 

STP, adalah Perguran Tinggi Kedinasan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan melalui kepala badan yang 

menangani riset kelautan dan perikanan serta 
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pengembangan sumber daya manusia kelautan dan 

perikanan.    

(2) Pembinaan STP secara teknis akademik dilakukan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi melalui 

direktur jenderal yang menangani kelembagaan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, dan 

pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan melalui kepala badan yang 

menangani riset kelautan dan perikanan serta 

pengembangan sumber daya manusia kelautan dan 

perikanan. 

(3) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Ketua.  

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

   

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal  27  Maret  2017 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

SUSI PUDJIASTUTI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 504 

 

 

 

 

 

 

 

 


